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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh kadan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy esdan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ Apostrop terbalik 
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غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata  mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathahdanya 
 
Ai 
 
a dani 
 
  
fathahdanwau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
  
fathahdanalifatauya 
 
a 
 
 
A dan garis di 
atas 
  
kasrahdanya 
 
i 
 
I dan garis di 
atas 
 
  
dammahdanwau 
 
u 
 
U dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikutioleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika hurufيber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bilahamzahterletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa 
alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransli terasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huru fhamzah. Ada punta marbutahdi akhir kata yang disandarkan 
kepada lafz a-ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertam apa dipermulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
 
xvi
ABSTRAK
NAMA : HENDRA NIRWANSYAH
NIM : 10100113017
JUDUL SKRIPSI : PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU
DI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO
(Tinjauan Hukum Islam)
Skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Gadai Sawah yang ada di kecamatan Ptumpanua Kabupaten Wajo. Praktek gadai
sudah lama dipraktekkan di masyarakat Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
Yakni Rahin yang menggadaikan sawahnya kepada Murtahin yang akan
memberikan pinjaman uang. Kemudian sawah tersebut berpindah tangan kepada
si Murtahin atau pemberi hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hak
penggarapan, penanaman dan hasil panen sawah berada ditangan pemberi hutang
dan waktu pengembalian pinjaman tersebut tidak ada batasan waktunya. Hal itu
tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa paling
dirugikan adalah pengadai (rahin), karena sawah yang dijadikan jaminan
dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai.
Inilah kiranya yang mendorong saya untuk mengadakan penelitian dengan
rumusan masalah, bagaimana pengelolaan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di
Kecamatan Pitumpanua ? Bagaimana Tinjaua Hukum Islam Terkait Pengelolaan
Gadai Sawah di Kecamatan Pitumpanua ?
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
dilaksanakan di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Untuk mendapatkan data yang
valid, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu
wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu
sumber data primer hasil dari wawancara dengan para perangkat Kecamatan,
penggadai dan penerima gadai, sementara data sekunder berupa dokumen-
dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Penganalisaan data-data yang telah
terkumpul menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan
pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek
gadai sawah yang dilakukan masyarakat kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo
ada dua yang pertama memang niatnya ingin membantu dan yang kedua hanya
ingin memanfaatkan apa yang digadikan si Rahin, sedangkan menurut para ulama,
Hanafiah “yang berhakmemanfaatkan barang gadai yaitu sipenerima gadai karena
berada pada kekuasaan si penerima gadai, sedangkan Imam syafi’I dan Imam
Malik yang berhak adalah sipenggadai, dan Ahmad bin Hanbal (hanbali) hamper
sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I, Tatapi harus
memperhatiakn barang yang digadaikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan
pula antara hewan yang diperah dan ditunggangi.
xvii
Saya sendiri sebagai peneliti dan mendapatkan data yang valid, dari human
instrument, memilih informan sebagai sumber data, pengumpulan data, kualitas
data, analisis data, menafsirkan data, dan kesimpulan atas temuannya.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LatarBelakangMasalah 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan 
dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan 
manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk 
memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu 
manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat 
suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarka 
kesepakatan. 
Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad
1
 
Namun demikian pelaksanaan Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di 
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo(Tinjauan Hukum Islam) sejauh 
pengetahuan peneliti dan informasi dari informan pada praktek gadai yang 
dilakukan oleh masyarakat Kecematan Pitumpanua Kabupaten Wajo tidak 
memperhatikan syari’at Islam. 
Hal ini dibuktikan ketika masyarakat Pitumpanua membutuhkan uang 
dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktek gadai tanah sawah. 
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Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010, h. 47 
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Hal itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak 
dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tersebut dilakukan 
dengan cara yang sederhana. 
Semisal si Iwan yang akan menggadaikan sawahnya kepada si Sahdan 
yang akan memberikan pinjaman uang. 
Masyarakat kecamatan Pitumpanua biasanya menggadaikan sawahnya 
kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang 
pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun sebagai barang 
jaminan adalah lahan atau sawah yang dia punyai. 
Kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan 
kepada si Sahdan atau pemberi hutang. 
Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaaan pemberi 
hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang. Hasil 
panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak penuh si pemberi hutang. 
Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun 
sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu lebih besar dari nilai hutang yang 
dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara penggadai dan 
penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah saling percaya.
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Berdasarkan  yang telah dikemukakan  di atas, hal itulah kiranya penyusun 
tertarik untuk mengadakan penelitian tentang  “Tinjauan Hukum Islam 
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Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Di Kecamatan 
Pitumpaanua Kabupaten Wajo) 
Ajaran Islam secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-
nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka 
diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu 
terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.
3
 
Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang 
sebagai tanggungan utang. Hukum asal gadai adalah mubah boleh. 
Allah SWT berfirman dalam surah / 2 ayat 283 yang berbunyi. 
 ُتىُك ِنإَو۞ مُكُضَۡعب َهَِمأ ِۡنَئف 
ٞۖ
ٞتَضُىبۡق َّم ٞه َٰهَِزف اِٗبتاَك ْاوُدَِجت َۡملَو َٖزفَس َٰىلَع ۡم
 ِّدَُؤيَۡلف اٗضَۡعب َهُِمتۡؤٲيِذَّلٱ  َُهَتى ََٰمأۥ  ِقََّتيۡلَو َ َّللّٱ  ُهَّبَر ۥ  ْاىُُمتَۡكت َلََو  َةَد َٰهَّشلٱ  َاهُۡمتَۡكي هَمَو
 ُهَِّوَئف ۥ  َق ِٞمثاَء  ۥُُهبۡل  َو ُ َّللّٱ  ٞمِيلَع َنُىلَمَۡعت اَِمب٣٨٢ 
Terjemahnya : 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 
kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa 
yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”(alBaqarah:2834 
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Jusmaliana dkk, bisnis Berbasis Syari’ah, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, h. 21 
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Kementrian agama Al-Qur’an. h. 49 
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Dari al-Qur’an diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya 
diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang 
tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim 
selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus 
adajaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang 
memberi pinjaman. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkanlatarbelakangmasalah yang telahdikemukakan di atas, adapun 
pokok masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
BagaimanaPraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan 
Pitumpanua, Kabupaten Wajo Menurut Hukum Islam? 
Adapun sub masalah dalam penelitian adalah : 
1. Bagaimana pengelolaan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di 
Kecematan Pitumpanua ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik pengelohan gadai 
sawah di Kecematan Pitumpanua ? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
a. Fokus Penelitian 
Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana 
tinjauan masyarakat Islam terhadap praktik gadai tanah sawah di masyarakat 
Pitumpanua. Peneliti akan berupaya mencari data dan fakta tentang 
pandangan hukum islam terhadap gadai tanah sawah pada masyarakat 
tersebut, selain itu penulis juga mencari bagaimana konsep peraktik gadai 
tanah sawah yang pada masyatakat Pitumpanua sehingga bisa ada sampai saat 
ini. 
b. Deskripsi Fokus 
a. Pandangan adalah : Melihat dari jauh dari tempat yang tinggi, atau 
melihat keadaan disuatu tempat. 
b. Masyarakat adalah : Sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya 
dan terikat oleh suatu aturan tertentu yang berkumpul dalam suatu 
tempat di kecamtan Pitumpanua. 
c. Hukum Islam adalah :Hukum Islam dapat dipahami seperangkat norma 
atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad  
SAW untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah 
masyarakat, dengan kalimat yang lebih singkat hukum islam dapat 
diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. 
d. Gadai adalah : Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan 
menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. 
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e. Kecamatan pitumpanua adalah kota tua yang sudah berabad lamanya. 
Ia pernah bergabung dengan Kerajaan Luwuk (Palopo) kemudian 
diambil alih oleh Kerajaan Wajo di bawah pemerintahan Aroeng 
Matoa Wajo awal abad ke20 yaitu Karaeng Mangeppe, Ishaka 
Manggabarani 
D. Kajian Pustaka 
Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan 
terhadap  penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi 
terhadap karya tertentu,  maka perludiadakan kajian terhadap karya-karya 
yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan akad gadai memang bukan 
untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan 
dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Hartono (285016) tahun lulus 2006 dengan judul skripsi “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan 
Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” dalam 
skripsi ini yang menjadi permaalahan adalah bagaimana perjanjian 
gadai nglumpur yang dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh, dalam 
kasus perjanjian nglumpur yang telah terjadi di Kecamatan Sukolilo 
Kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena 
adanya bunga yang begitu besar  sehingga terjadi dampak negatif 
terhadap petani.
5
 
2. Nur Asiah (2101171) tahun lulus 2013 dengan judul Pemanfaatan 
Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum 
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 Hartono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan 
Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Semarang: Walisongo Library, 2006 
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Islam Dan KUH Perdata. Penelitian ini membahas tentang gadai 
dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak, sedangkan 
dalam hukum Islam menyangkut benda bergerak dan tak bergerak. 
Mengenai  pemanfaatan barang gadai, bahwa dalam KUH Perdata, 
pemegang gadai tidak bolehmengambil manfaat dari barang gadai, 
kecuali pada barang gadai yang berupa binatang ternak tentunya 
memerlukan pembiayaan. Maka sekedar mengambil manfaat untuk 
membiayai perawatan dan pemeliharaan hal itu diperbolehkan.
6
 
3. Kholifah (072311008) tahun lulus 2012 dengan judul Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study 
Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang). Penelitian ini 
membahas tentang gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah 
atau betul, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan 
dalam hukum Islam, karena telah melenceng dari ketentuan-ketentuan 
atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari’at hukum Islam. 
Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu 
dilarang untuk dilakukan.
7
 
4. Maftuhul Hadi (2199065) tahun lulus 2006 dengan judul Tinjauan 
Hukum Islam terhadap Bunga Gadai di Perum Pegadaian Cabang 
Pedurungan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan gadai yang 
dilakukan di Perum Pegadaian Semarang dan meninjau secara hukum 
Islam tentang bunga yang digunakan dalam proses pelaksanaan gadai. 
Bunga merupakan riba yangdilarang oleh agama dan seharusnya 
penggunaan riba diganti dengan sistem bagi hasil antara rahin dan 
murtahin.
8
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Nur Asiah, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif 
Hukum Islam Dan KUH Perdata, Semarang: Walisongo Library, 2013 
 
7
Kholifah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study 
Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang).Semarang: Walisongo Library,2012 
 
8
Maftuhul Hadi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Gadai di Perum Pegadaian 
Cabang Pedurungan, Semarang: Walisongo Library, 2006 
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Namun dari semua penjelasan diatas, penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang 
membahas seperti yang penulis teliti. Belum  ada  yang membahas  tentang 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas 
Waktu (Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo) sehingga peneliti 
mengkaji secara lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam  mengenai gadai 
tanah sawah tanpa batas waktu. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Utama Penelitana ini adalah untuk mengetahui praktik gadai 
sawah tanpa batas waktu di kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, 
tujuan utama penelitian tersebut dapat dijabarkan dua bagian berikut ; 
a. Untuk mengetahui pengelolaan praktik gadai sawah tanpa batas 
waktu. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktik pengelolaan 
gadai sawah tanpa batas waktu. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Manfaat bagi penulis dengan melakukan penelitian tentang gadai 
sawah di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo maka penulis 
akan mengetahui praktik gadai sawah di Kecamatan Pitumpanua 
Kabupaten Wajo secara komprehensif. 
b. Manfaat bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik 
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secara teori maupun secara praktis dan bisa dijadikan salah satu 
bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Gadai Menurut Hukum Islam 
a. Defenisi Gadai 
Menurut bahasa, gadaii (al-rahn) berarti al-tsubut dan al-babsyaitu 
penetapan dan pemahaman. Ada pula yangmenjelaskan bahwa rahn adalah 
terkurung atau terjerat.
1
ar-rahn terdapat dalam alQur’an surat al-Muddatstsir 
(74) ayat 38:  
 ٌَتىيِهَر َۡتبَسَك اَِمب ِِۢسَۡفو ُّلُك٣  
Terjemah : 
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya 
 
Antara lain gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna 
memperoleh utang. Lasimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan 
dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan. 
Setiap pribadi tergadai disisi Allah. Ia harus menebus dirinya dengan 
amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akanberhutang kepada 
Allah Swt. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah Swt 
untuk membebaskan dirinya.
2
 
                                                             
1
  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 105 
2
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006, h. 606 
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Setiap pribadi diminta pertanggungan jawaban di akhirat kelak, 
dimana setiap manusia akan menghadapi hisab atas perjalanan hidupnya, 
baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain. 
Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang 
dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat 
kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak 
dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan 
keadilan.
3
 
Sedangkan gadai menurut KUH Perdata disebut dengan istilah 
Pand dan Hypotheek. sebagaimana diuraikan dalam Pasal 
1150 adalah: 
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang 
atas suatu benda bergerak, yang diserahkannya oleh seorang 
berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan 
kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan 
dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang 
berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang 
barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya 
mana harus didahulukan.
4
 
 
Berkenaan dengan hutang yang menggunakan jaminan tersebut, 
dalam KUH Perdata selain gadai dibahas pula jenis lainnya, yaitu 
hipotek. Hal itu ada pada pasal 1162 yang menjelaskan: 
Hipotik adalah Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak 
bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi 
pelunasan suatu perikatan
5
 
 
                                                             
3
 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 309 
4
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT 
Pradnya Paramita, cet. 39, 2008, h. 297 
5
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT 
Pradnya Paramita, cet. 39, 2008, h 300 
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Dari pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan, maka dapat 
dipahami bahwa Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan 
atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam 
pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan 
barang yang dijadikan jaminan itu. 
B. Dasar Hukm gadai 
Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang 
dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam AlQur’an, Hadits, Pendapat 
Ulama’serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Dalil Al-Qur’an 
Allah Swt berfirman dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 283 yang 
berbunyi: 
 مُكُضَۡعب َهَِمأ ِۡنَئف 
ٞۖ
ٞتَضُىبۡق َّم ٞه َٰهَِزف اِٗبتاَك ْاوُدَِجت َۡملَو َٖزفَس َٰىلَع ُۡمتىُك ِنإَو۞
 ِّدَُؤيَۡلف اٗضَۡعب َهُِمتۡؤٲيِذَّلٱ  َُهَتى ََٰمأۥ  ِقََّتيۡلَو َ َّللّٱ  ُهَّبَر ۥ  ْاىُُمتَۡكت َلََو  َةَد َٰهَّشلٱ  هَمَو َاهُۡمتَۡكي
 ُهَِّوَئف ۥ  َق ِٞمثاَء  ۥُُهبۡل  َو ُ َّللّٱ  ٞمِيلَع َنُىلَمَۡعت اَِمب٣٨٣  
Terjemah : 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; 
dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. 
Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya 
ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.
6
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Al-Qur‟an / dan Terjemah h. 49 
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Ayat menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang 
berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), 
maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan 
adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan 
dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang 
tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang 
tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh 
pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang 
amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu 
barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-
masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT. 
 
2. Hadits 
Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah 
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi: 
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Terjeah : Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, 
mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, 
mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu 
Hurairah, dari Nabi Saw., bahwasannya beliau bersabda: 
Jika binatang itu digadaikan maka punggungnya boleh 
dinaiki karena dia memberi makanan kepadanya, jika 
binatang itu digadaikan maka susunya yang memancar 
boleh diminum, karena ia memberi makanan kepadanya, 
dan terhadap yang naik dan yang minum harus memberi 
makanan. (H.R. Bukhari)
7
 
 
Disampaikan pula hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, 
Nasa’i dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata 
 
 
Terjemah : “Dari Anas, ia berkata: Rasullullah Saw Menggadaikan 
baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, sebagai 
jaminan mengambil syair untuk keluarganya”. (H.R. 
Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).8 
                                                             
7
 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah 
Al-Bukhari Al-Ju‟fiy, Shahih Al-Bukhari, Juz III, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996, h. 161 
8
Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 
Cet. 3, Ed. 2, 2001, h.130 
15 
 
 
 
Syarih berkata, perkataan Yahudi’ dalam hadits itu, Abu Syahm 
sebagaimana yang telah dijelaskan As Syafi’i dan Baihaqi dari riwayat 
Ja’far bin Muhammad dari ayahnya, yang berbunyi:  
 
Terjemah : Bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah menggadaikan 
sebuah baju besinya dengan gandum kepada Abu Syahm, 
seorang laki-laki Yahudi dari Bani Zhufr.
9
Disampaikan 
pula sebuah hadits oleh Aisyah r.a : 
 
Terjemah : Dan dari Aisyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi Saw. 
pernah membeli makanan dari seorangYahudi secara 
bertempo, sedang Nabi Saw. menggadaikan sebuah baju 
besi kepada Yahudi itu. (HR Bukhari dan Muslim)   
 
 
                                                             
9
 A. Qadir Hassan, et al. Terjemahan Nailul Authar Jilid 4, Surabaya: PT Bina Ilmu, cet. 
2, 1987, h. 1785  
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Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Nabi Saw. wafat 
sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi 
dengan tiga puluh Sha‟ gandum. (HR Bukhari dan 
Muslim). 
 
Dari riwayat hadits tersebut diketahui bahwa Nabi Saw. Membeli 
makanan sebanyak 30 gantang dari seorang Yahudi bernama Abu 
Syahmi, sedang pembayarannya diangguhkan, akan dibayar kemudian, 
dan sebagai jaminan Nabi menyerahkan baju besinya.
10
 
Disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana 
dikatakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa menggadai barang boleh 
hukumnya, baik di dalam hadlar (kampung) maupun di dalam safar 
(perjalanan), hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.
11
. 
Serta hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak 
membeda-bedakan antara orang Muslim dan Non-Muslim dalam bidang 
muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya 
sekalipun pada Non-Muslim.
12
 
Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya 
diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang 
yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan 
non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan 
Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada  
kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.  
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A. Qadir Hassan, et al. TerjemahanJilid 4, h. 1788 
11
Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 
1990, h. 419 
12
Hendi Suhendi, Fiqh muamalah h. 107 
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3. Pendapat Ulama 
Jumhur ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu dimaksud 
berdasarkan pada kisah Nabi Saw. yang menggadaikan baju besinya 
untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi di Madinah.
13
 
Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan berpergian, adapun 
dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur’an surat Al-Baqarah 
ayat 283, dengan melihat kebiasaannnya, dimana pada umumnya rahn 
dilakukan pada waktu berpergian.
14
 
Dalam hal ini, ketika saat berpergian bahwasannya tidak semua 
barang dapat dipegang/ dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada 
semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status 
agunan hutang. 
Misalnya untuk barang jaminan tanah maka yang dikuasai 
sertifikat tanah tesebut. 
4. Fatwa Dewan Syar’ah Nasional – Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) 
Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari‟ah 
Nasional Majelis Ulama Indonesiaatau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa 
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN  yang ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi. 
Bahwasannya:  Menimbang : 
a. Bahwa   salah   satu   bentuk   jasa   pelayanan   keuangan   yang   
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan 
menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. 
b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan 
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. 
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Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhuh. 4209 
14
Sayyid Sabiq, Fiqh . . ., h. 154 
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c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip 
syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang hal untuk  dijadikan pedoman tentang rahn,  yaitu  
menahan  barang sebagai jaminan atas hutang. 
Memperhatikan : 
Pendapat  peserta  Rapat  Pleno  Dewan  Syari'ah  Nasional  pada  Hari 
Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 
Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002. 
Memutuskan : 
Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang Rahn 
Pertama : Hukum 
Bahwa pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  
jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut. 
Kedua    : Ketentuan Umum 
1. Murtahin  (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan  
marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) 
dilunasi. 
2. Marhun  dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik  rahin.  Pada  
prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali 
seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya 
itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan 
biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin, 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
5. Penjualan marhun 
a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin 
untuk segera melunasi hutangnya.  
b. Apabila  rahin  tetap tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  maka  
marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. 
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 
Ketiga  :  Ketentuan Penutup 
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
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dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyarawah. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya.
15
 
Berdasarkan pada keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum 
akad gadai adalah boleh, dapat diaksanakan dalam keadaan bermukim 
maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan 
orang muslim dan juga orang non-muslim. 
Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu 
secara hukum sudah berada di tangan murtahin (penerima gadai), dan uang 
yang dibutuhkan telah diterima rahin (penggadai). 
C. Rukun Dan Syarat Gadai 
Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh muamalah) dalam hal 
transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewamenyewa, gadai maupun yang 
semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi 
gadai. Dalam kitab Fiqh „ala Al-Madzahib karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa 
rukun gadai ada tiga: 
1. Rukun Gadai 
a. Aqid (orang yang berakad) Orang yang berakad dalam hal ini ialah 
pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu rahin, adalah orang yang 
menggadaikan barang dan murtahih adalah orang yang menerima 
barang gadai.  
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DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Ciputat: CV Gaung Persada, 
cet. 4, ed. 4, 2006, h. 153-154 
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b. Ma‟qud „alaih (obyek yang diakadkan) Berkenaan dengan barang yang 
diakadkan meliputi, marhun, adalah harta yang digadaikan untuk 
menjamin hutang, marhun bihi, adalah hutang yang karenanya diadakan 
gadai. 
c. Sighat (akad gadai) Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya 
dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul. 
2. Syarat Gadai 
Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya: 
a. Aqid (orang yang berakad)  
Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini rahin dan murtahin cakap 
menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan 
mampu melakukan akad (Al-Ahliyah) 
1) Baligh 
Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan 
gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang 
dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, 
dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid. 
2) Berakal 
Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa 
membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah 
satu dari keduanya baik penggadai (rahin) maupun penerima gadai 
(murtahin) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.  
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3) Mampu melakukan akad (al-Ahliyyah) 
al-Ahliyyah disini adalah ahliyyatul bai’ (kelayakan, kepantasan, 
kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan 
boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk 
melakukan akad gadai, karena gadai adalah sebuah tindakan atau 
pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. 
Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai 
harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi 
jualbeli.
16
 
b. Ma‟qud „alaih (barang yang diakadkan) 
1) Marhun 
Marhun menurut bahasa yaitu tetap dan lama sedangkan menurut 
istilah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya . 
Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada 
barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat 
diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:  
a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut 
ketentuan syari’at Islam. 
b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan 
besarnya utang. 
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c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan 
secara spesifik) 
d. Aguna itu milik sah debitur 
e. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik 
orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya) 
f. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa 
tempat. 
g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik 
materinya maupun manfaatnya.
17
 
2) Marhun Bihi 
Ketentuan yang berkaitan dengan marhun bihi (utang) 
bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak 
bermanfaat maka tidak sah, serta marhun bihi haruslah barang 
yang dapat dihitung jumlahnya.
18
 
c. Sighat (akad gadai) 
Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh rahin 
(penggadai) dan murtahin (penerima gadai) seperti “aku gadaikan mejaku 
ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku 
terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan 
selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
19
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Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak 
disandarkan pada masa yang akan datang.  
Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat 
dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat 
atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi 
fasid seperti halnya jual-beli.
20
 
Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang 
menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian 
hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas 
yang meliputi sighat, aqid dan ma‟qud „alaih apabila salah satu diantara 
ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut. 
D. Penguasaan Barang Gadai 
Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang gadaian dipandang 
sebagai amanat pada tangan murtahin, sama dengan amanat lain, dia tidak harus 
membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya.
21
 
Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan 
berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang 
rusak diluar kemampuan murtahin tidak harus diganti. Telah dikemukakan di atas 
bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh 
murtahin. Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu 
sejumlah biaya yang diperlukan. 
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Berikut adalah pendapat para ulama tentang pengambilan manfaat dari hasil 
barang jaminan gadai: 
1. Pendapat Imam Syafi’i 
Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu 
adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. 
Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang 
jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang 
jaminan ada di tangan si penerima gadai. 
Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk 
sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.
22
 
2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)  
Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai 
menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk 
memperoleh laba atau ketentuan. 
Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima 
gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, 
sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syar’. 
Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari 
barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka 
hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana  
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Rasulullah Saw telah bersabda:  
 
Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: setiap 
mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (HR. 
Harrits bin Abi Usamah).
23
 
 
Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat 
dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi 
penerima gadai. Jadi pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi’i pada 
pokoknya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah bagi 
yang menggadaikan. Tetapi juga sedikitpun perbedaan pendapat, yaitu 
mengenai syarat yang dibuat oleh pihak penerima gadai memberikan 
manfaat dari barang jaminan gadai bagi dirinya.
24
 
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama 
Malikiyah yang dapat memanfaatkan barang gadai adalah penggadai, 
akan tetapi penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadaian 
dengan ketentuan syarat yang telah disepakati. Syarat yang dimaksud 
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adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka 
boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima 
gadai (murtahin) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah 
untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus 
ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, 
maka menjadi tidak sah.
25
 
3. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah) 
Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah ini memperhatikan 
kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu 
hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang 
dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan 
ditunggangi.  Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi 
dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil 
manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara 
suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri 
bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi 
mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat 
atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang 
menggadaikan. Memperhatikan penjelasan tersebut, dapat diambil 
pengertian, bahwa pada pokoknya penerima gadai atas jaminan yang 
bukan hewan, tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian. 
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Tetapi walaupun demikian penerima gadai bisa juga mengambil manfaat 
dari barang gadaian dengan syarat ada izin yang menggadaikan.  
Keterangan diataspun menunjukkan tidak bolehnya penerima gadai 
mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali barang gadaian yang 
bisa ditunggangi atau diperah, maka bisa penerima gadai menunggangi 
atau memerah susunya. 
4. Pendapat Abu Hanifah 
Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat 
dari barang gadaian bagi penerima gadai Nafkah bagi barang yang 
digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang 
tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang 
mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak 
mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits yang 
disebutkan di atas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang 
dapat diperahdan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang 
selain binatangpun dapat di-qiyas-kan kepadanya, sehingga dengan 
demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si 
penerima gadai.
26
 
Demikian pendapat ulama Hanafiyah yang pada dasarnya 
menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan 
adalah penerima gadai, karena barang tersebut ada dibawah kekuasaan 
tangannya. 
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E. Batas Waktu Dalam Gadai 
Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka 
waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat 
yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak 
ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.
27
 
Sedangkan gadai tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal 
batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah kecuali apabila antara kedua 
belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut 
berakhir.
28
 
Sedangkan pengertian gadai menurut Hukum Agraria Nasional 
adalah seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 
Nomor 56 Tahun 1960 angka 9 a yang berbunyi sebagai berikut : 
Yang  dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara 
seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang 
mempunyai utang uang padanya Selama utang tersebut belum 
dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan 
yang meminjamkan uang tadi (“pemegang-gadai”). Selama 
itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang 
dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.
29
 
 
Jika memperhatikan hal tersebut di atas, pengertian menurut 
Hukum Adat di mana hak menebus gadai tidak disebutkan secara tegas 
tentang bataswaktu berakhirnya hak gadai, berbeda dengan Hukum 
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Agraria Nasional seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 
56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang 
berbunyi: 
1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang 
pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 
tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya 
dalam waktu sebulan setelah                                                           
tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk 
menuntut pembayaran uang tebusan. 
2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini 
belum berlangsung 7 tahun,  maka  pemilik  tanahnya  berhak  
untuk  memintanya  kembali  setiap  waktu setelah tanaman yang 
ada selesai dipanen, dengan membayar uangtebusan yang besarnya 
dihitung menurut rumus: 
 
( 7 x ½ ) – Waktu berlangsung gadai                              
x Uang gadai 
7 
 
dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah 
berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan 
tanah tersebut tanpa pembayaran uang- tebusan, dalam waktu 
sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. 
3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai 
yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.
30
 
 
Menurut ketentuan hukum adat bahwa selama belum dilakukan 
penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, 
sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional perjanjian gadai tersebut 
telah berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat mengambil 
tanahnya kembali dari pihak pemegang gadai tanpa membayar uang 
tebusan.   
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi Dan JenisPenelitian 
 Jenispenilitian yang digunakan adalah Field Research Kualitatif. 
Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pitumpanua 
Kebupaten Wajo, dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan melakukan 
observasi langsung di KecamatanPitumpanuaKabupatenWajo. 
B. PendekatanPenelitian 
  Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pendekatan Budaya, yaitu pendekatan yang melihat sudut pandang 
kebudayaan yang berlaku pada masyarakat setempat.
1
 
b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat secara nyata yang 
terjadi dalam masyarakat.
2
 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data 
yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan
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Memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun 
alat yang lainnya. 
Dalam penelitian ini sumber primer data penelitian adalah berupa data 
langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenan 
dengan praktek gadai tanah sawah tanpa batas waktu yang dilaksanakan oleh 
penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) di Kecamatan Pitumpanua 
Kabupaten Wajo. 
b. Data Sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 
membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber 
dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Dalam hal ini khususnya 
menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas penelitian 
ini. 
D. MetodePengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi, 
Metode observasi adalah metode dengan pengamatan yang dicatat 
dengan system sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini 
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digunakan untuk mengetahui kondisi umum di Kecamatan Pitumpanua 
Kabupaten Wajo sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai 
pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena diteliti. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan tersebut. 
Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih 
yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok 
subjek penelitian untuk dijawab. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan 
tanggapan dari respondense cara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi.  
Dalam wawancara peneliti pengambil informan yang sudah terlibat 
langsung dalam aktifitas tersebut. Sebagai informan awal dipilih secara 
purposive, obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (key 
informan). Dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman 
(guide) wawancara. 
Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah: 
penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sebagai pelaksanaan gadai 
tanah sawah tanpa batas waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, 
wawancara dengan pihak rahin dan murtahin disini berkaitan dengan perihal 
proses pelaksanaan gadai sawah tersebut, kemudian pendapat mereka 
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terhadap praktek pelaksanan gadai sawah tanpa batas waktu yang sedang 
mereka jalani serta pemanfaatan dan hasil tanah yang dipegang oleh murtahin 
menjadi hak sepenuhnya. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat 
agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang peneliti maksud adalah data yang 
didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti 
buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi dan demografi desa yang ada 
dalam lokasi tersebut. 
E. InstrumenPenelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat 
penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”.  
Uji validasi marupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu insturumen 
dikatakan valid apa bila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu 
mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap kanapa yang 
ingin diungkapkan. 
Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 
focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 
membuat kesimpulan atas temuannya. 
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F. TeknikPengolahan Dan Analisis Data  
Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian 
ini digunakan dua metode analisis, yaitu : 
a. Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam 
bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada 
hasil pengolahan data dan penilian penulis. 
b. Analisis komparatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk 
membandingkan data yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis 
a. Letak dan batas Kecamatan Pitumpanua 
Kecematan pitumpanua merupakan salah satu kecamatan yang ada 
di kabupaten Wajo. Sebagai kecamatan yang berada pada ujung dari 
kabupaten wajo yang bebatasan langsung : 
1) Sebelah Barat : Kabupaten Sidrap. 
2) Sebelah Timur : Garis pantai yang berbatasan langsung 
   Kolaka utara. 
3) Sebelah Selatan : Kecamatan Keera 
4) Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara1 
b. Luas Wilayah dan Luas Persawahan 
Kecamatan Pitumpanua memppunyai luas wilayah Kecamatan 207, 
13Km²  dan Luas Persawahan 9084 km²
2
 
c. Struktur Organisai 
Dalam struktur pemerintahan di Kecamatan Pitumpanua 
Kabupaten Wajo dipimpin oleh Camat. Dalam menjalankan 
pemerintahan Camat dibantu oleh Sekretaris Kecematan  dan kepala
                                                             
1
Bada pusat statistic, sumber Data Arsip Data Kecamatan Pitumpanua tahun 2016 h. 299. 
2
Bada pusat statistic, sumber Data Arsip Data Kecamatan Pitumpanua tahun 2016 h. 301 
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Seksi bagian. Adapun susunan pemerintahan Kecamatan Pitumpanua 2017 
sebagai berikut. 
Tabel I 
Struktur Pemerintahan pada 2017
3
 
No Jabatan Nama 
1 Camat ANDI MAMU, S.STP, M.Si 
2 Sekertaris Camat Muh. ASRI, S.Sos.,M.Si 
3 Seksi Pemerintahan SUTERIANDA, S.Sos 
4 Seksi Kesejahteraan social MARGAWATI GAFFAR, S.H 
5 Seksi Keuangan SITTI RAHMAH, S.Sos 
 
Kecematan Pitumpanua terdiri dari 26 Desa 2 Kelurahan, 10.425 
kepala keluarga dengan penduduk berjumlah 44.733 jiwa yang terdiri 
22.069 orang laki-laki 22.664. 
Adapun nama-nama Desa / Kelurahan di kecamatan Pitumpanua 
1) Desa Kaluku 
2) Desa lauwa 
3) Desa Abbanderangnge 
4) Desa Ale lebbae 
5) Desa Alesilurungnge 
6) Desa Batu 
7) Desa Bau-bau 
                                                             
3
Bada pusat statistic, sumber Data Arsip Data Kecamatan Pitumpanua tahun 2016 h.  
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8) Desa Benteng 
9) Desa Botto Tengnga 
10) Desa Bulu Siwa 
11) Desa Buriko 
12) Desa Jauh Pandang 
13) Desa Kompong 
14) Desa Lacinde 
15) Desa Lompo Bulo 
16) Desa Lompo Bulo 
17) Desa Lompo Loang 
18) Desa Maccolli Loloe 
19) Desa Marannu 
20) Desa Mattiro Walie 
21) Desa Padang Loang 
22) Desa Simpellu 
23) Desa Tangkoro 
24) Desa Tanrongi 
25) Desa Tellesang 
26) Desa Tobarakka 
27) Kelurahan Siwa 
28) Kelurahan Bulete 
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2. Kondisi Sosial Budaya, Keagamaan dan Ekonomi 
a. Keadaan Sosial 
Penduduk Kecamatan Pitumpanua sangat memperhatikan masa 
depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah 
yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tarf SMA dan kemudian 
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi / perguruaan tinggi (D3 dan S1) 
yang bersifat keagamaan, yaitu pendidikan di pondok pesantren. 
Di kecamatan Pitumpanua ini terdapat fasilitas umum seperti 
tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. 
Tabel 2 
Banyaknya Sarana Umum di Kecamatan Pitumpanua 2017 
No Jenis Sarana Jumlah 
1 Mesjid 76 
2 RS dan Puskesmas 1 
3 Fasilitas Kesehatan 38 
4 Sekolah Dasar 431 
5 Sekolah Menengah Pertama 6 
6 Sekolah Menengah Atas 3 
7 Lapangan Olaharaga 14 
 
Dalam upaya untuk mewujudkan tercipta suatu keadilan social bagi 
masyarakat Kecematan Pitumpanua dengan pemerataan pembangunan 
yang bergerak dibidang social meliputi : 
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1. Peningkatan kesadaran social 
2. Perbaikan pelayanan social 
3. Bantuan social bagi anak yatim piatu 
B. Pengelolaan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecematan Pitumpanua 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari yang namanya 
bersosialisasi, saling tolong-menolong didalam kehidupan sehari-hari. 
Ketergantungan manusia kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia 
itu lahir, setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa, masih juga 
menggantungkan hidupnya kepada orang lain. 
Misalnya, ketergantungan di bidang keuangan yang mana orang miskin 
meminjam uang kepada orang kaya, orang yang punya modal dengan orang yang 
mau membuka usaha tetapi tidak punya modal ini bisa saling tolong-menolong 
antar keduanya. 
Pinjam-meminjam uang seperti ini sudah sering kita jumpai dikehidupan 
sehari-hari dengan berbagai macam rupa diantaranya pinjaman dengan barang 
yang ditangguhkan atau sering disebut gadai. 
Gadai adalah kegiatan menjaminkan suatu barang yang memiliki nilai atas 
pinjaman yang diambil yang hak penguasaannya berpindah kepada pihak yang 
memberikan pinjaman, dan gadai yang dimaksud di sini adalah sawah sebagai 
jaminan. 
Seperti Gadai dalam pandangan masyarakat Kecamatan Pitumpanua 
digambarkan dengan suatu kegiatang utang piutang dengan menjaminkan harta 
benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat Kecamatan Pitumpanua 
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tersebut lahan persawahan sebagai jaminananya barang gadai tersebut kemudian 
diserahkan kepada pihak penerima gadai  (mutahin) dan dikuasai serta 
dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (rahin)  dapat mengembalikan. 
sampai pinjaman yang diambil tersebut dikembalikan,dan seandainya 
sampai masa yang ditentukan si peminjam tidak mampu mengembalikan hutang 
maka barang yang digadaikan dijual, jika terdapat kelebihan dalam hal penjualan 
maka kelebihan tersebut dikembalikan ke peminjam hutang dan jika terdapat 
kekurangan dari hasil penjualan maka peminjam hutang wajib melunasi 
kekurangan tersebut. 
Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah Swt dalam Surat al-
Baqarah ayat283 yangberbunyi : 
 
 
 
ٞتَضُىبۡق َّم ٞه َٰهَِزف اِٗبتاَك ْاوُدَِجت َۡملَو َٖزفَس َٰىلَع ُۡمتىُك ِنإَو۞ 
Terjemah :   
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang. (al-Baqarah: 283) Petikan 
kata (  ٞتَضُىبۡق َّم ٞه َٰهَِزف )dalam ayat diatas yaitu barang yang 
ditangguhkan atau dipegang.
4
 
Berdasarkan penjelasan konsep di atas dapat dipahami bahwa dalam 
pelaksanaan gadaisawah di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo pada 
praktiknya gadai yang ada di Kecamatan Pitumpanua ada dua. 
 
 
                                                             
4
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Ciputat: Lentera Hati, 2011, 
h. 739 
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a. Praktik pengelolaan yang pertama 
Gadai yang sifatnya sosial dengan maksud saling membantu 
penggadai (rahin), disini penerima gadai (murtahin) tidak melihat luas 
maupun letak tanah yang digadaikan. 
Si penggadai (rahin) mendatangi si penerima gadai (murtahin) untuk 
meminjam uang seperti praktik gadai yang dilakukan bapak Sudirman (rahin) 
yang ingin menikahkan anaknya, maka dari itu bapak sudirman mendatangi bapak 
Bahri (Murtahin) bermaksud ingin menggadaikan sawahnya. 
Mengucapkan ijab-qabul yang dilakukan secara lisanMengucapkan ijab-
qabul secara lisan oleh bapak Sudirman (rahin) “saya gadaikan sawah saya seluas 
25.000m² dan saya terima pinjaman ini sejumlah Rp. 50.000.000.00,- dan dijawab 
dan dijawab oleh bapak Bahri (murtahin) saya pnjamkan uang sebesar Rp. 
50.000.000.00,- dan saya terima lahan sawah tersebut sebagai jaminan namun 
karena saya tidak terlalu pintar mengelolah sawah jadi saya percayakan kepada 
bapak Sudirman (Rahin) untuk mengolah sawah tersebut. Jadi otomatis 
sipenggadai (rahin) merasa tidak terbebani.
5
 
b. Praktik pengelolaan yang kedua 
Gadai yang sifatnyakomersial dengan maksud penerima gadai 
(murtahin) menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil 
manfaat atas sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas 
tanah penggadai, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan penerima 
                                                             
5
Wawancara dengan bapak Sudirman dan bapak Bahri warga desa lompo bulo kecamatan 
pitumpanua dan pekerjaan sehari-hari kedua informan sebagai petani wawancara pada tanggal 22 
oktober 2017 
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gadai (murtahin) dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang 
kepada penggadai (rahin). 
Berbeda dengan cara praktik pengelolaan yang dilakukan dengan bapak 
Sudirman dan  bapak Bahri. 
Si penggadai (rahin) mendatangi si penerima gadai (murtahin) untuk 
meminjam uang seperti yang dilakukan BapakSuparman (rahin) mendatangi 
Bapak Budiman (murtahin) dengan bermaksud meminjam uang unuk modal 
usahanyadengan cara menggadaikan sawahnya. 
Membuat kesepakata seberapa luas tanah yang ingin digadaikan Kemudia 
bapak Budiman menayakan luas sawah yang digadaikannya dan sampai kapan 
batas waktunya, namun jika waktu yang sudah ditetapkan telah lewat apa bila 
(murtahin) menginginkan uangnya kembali namun (rahin) belum mempunyai 
uang (murtahin) menggadaikannya lagi ke penerima gadai/orang lain. 
Dengan ijab-qabul “Saya gadaikan sawah saya seluas 2.500 m² dan saya 
terima pinjaman ini sejumlah Rp. 15.000.000,00,-” yang kemudian dijawab oleh 
Bapak Budiman selaku penerima gadai (murtahin) “Saya serahkan uang sebesar 
Rp. 15.000.000,00,- dan saya terima lahan sawah tersebut”6. 
                                                             
6
Wawancara dengan bapak suparman dan bapak budiman warga desa simpellu kecamatan 
Pitumpanua dan pekerjaan kedua informan adalah petani hasil wawancara pada tanggal 23 oktober 
2017 
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Penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) lahan sawah yang 
menjadi barang jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) baik dalam 
pengolahan sawah maupun panen/hasilnya. 
Dilihat dari ijab-qabul yang dilaksanakan telah terjadi kekeliruan 
penafsiran/pemahaman yaitu dalam pemanfaatan barang gadaian oleh penerima 
gadai (murtahin) dan tanpadibatasi waktu berakhirnya gadai tersebut. 
Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya gadai.Dilihat dari 
segi rukunnya, menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Fiqh ‘ala 
Al-Madzahib
7
bahwa rukun gadai ada tiga 
1. Aqid (orang yang berakad) 
2. Ma’qud ‘alaih (obyek akad) 
a. Marhun (barang jaminan) 
b. Marhun bihi (hutang) 
3. Sighat (akad gadai) 
Dalam gadai, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya gadai tersebut 
tidak terpenuhi, maka gadai tersebut tidak sah/batal. 
Berikut penjelasan tentang rukun/ syarat gadai dalam praktek gadai di 
kecematan Pitumpanua: 
 
 
                                                             
7
Abdurrahman Al-jaziri dalam kitab fiqh ‘ala Al-Madzahib h… 
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1. Aqid (orang yang berakad) 
Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini rahin dan murtahin cakap 
menurut hukum yang ditandai dengan aqilbaligh, berakal sehat dan 
mampu melakukan akad. 
Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan 
gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. 
Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah 
bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid. 
Penulis melakukan wawancara kepada pihak penggadai (rahin) dan 
penerima gadai (murtain) yang sudahmemenuhi syarat diatas. 
Yang sudah dewasa, dan sudah cakap hukum. penggadai (rahin) 
dan penerima gadai (murtain) disini rata-rata berumur 35-55 tahun. 
Sedangkan yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang 
bisa membedakan mana yang baik dan burukuntuk dirinya. Apabila salah 
satu dari keduanya baikpenggadai (rahin)maupun penerima gadai 
(murtahin) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah. 
Seorang penggadai (rahin) mapun penerima gadai (murtahin) harus 
berpegang teguh pada etika Islam, diantara etika Islam yang terpenting 
adalah seorang penggadai (rahin) mapun penerima gadai (murtahin) 
tersebut harus jujur, seorang penggadai (rahin) mapun penerima gadai 
(murtahin) juga harus memiliki sifat amanah untuk dirinya sendiri dan 
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orang lain, memiliki sikap toleransi dalam bermuamalah, serta seorang 
penggadai (rahin) mapun penerima gadai (murtahin) haruslah memenuhi 
akad dan janji dalam bergadai. 
Dalam prakteknya gadai di Kecamatan Pitumpanua, kedua belah 
pihak baik penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) yang 
melakukan akad gadai tersebut ialah seseorang yang berakal. 
Yakni mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang 
bathil. 
Tidak hanya baligh dan berakal, seorang penggadai (rahin) ataupun 
penerima gadai (murtahin) juga harus mampu melakukan akad (al 
ahliyyah). 
al-Ahliyyah disini adalah ahliyyatul bai’ (kelayakan, kepantasan, 
kompetensi melakukan akad jual-beli). 
Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, 
maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah 
sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti 
jualbeli. 
Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai 
harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-
beli. 
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Di Kecamatan Pitumpanua baik penggadai (rahin) dan penerima 
gadai (murtahin) maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat 
Pitumpanua mampu melakukan akad. 
Hal ini didasarkan pada saat mereka melakukan interaksi jualbeli 
dengan masyarakat baik di pasar, swalayan, toko dan lain sebagainya. 
2. Ma’qud ‘alaih (obyek yang diakadkan)  
Berkenaan dengan Ma’qud ‘alaih terdapat dua hal yang diakadkan. 
 Pertama, marhun (barang gadaian) 
maksudnya harta yang dipegang oleh murtahin (penerima 
gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. 
Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada 
barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat 
diperjualbelikan, yang ketentuannya agunan itu harus bernilai dan 
dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari’at Islam, agunan itu 
harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, 
agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara 
spesifik), agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat 
dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian 
maupun seluruhnya), agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada 
di beberapa tempat. 
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Barang gadai yang dijadikan agunan di kecamatan 
Pitumpanua adalah sawah yang sebaga sumber mata pencaharian 
masyarakat kecamatan Pitumpanua. 
sawah memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang sangat 
tinggi. 
 Kedua, marhun bihi (pinjaman hutang). 
Pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad 
gadai. Yakni penerima gadai (murtahin) menyerahkan uang 
pinjaman dan penggadai (rahin) menyerahkan tanah sawah secara 
lisan. 
Besarannya sesuai kesepakatan antara penggadai(rahin) dan 
penerima gadai (murtahin). 
3. Sighat (akad Gadai) 
Menurut konsep hukum Islam, ijab dan qobul adalah sighat al-
aqdi, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. 
Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam sighat al-aqdi, 
diantaranya: lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang 
pengertiannya, qabul harus sesuai dengan ijab dari segala segi dan 
bersautan atau langsung. 
Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (rahin) dan 
penerima gadai (murtahin) saat berakad seperti yang telah dilakukan oleh 
Bapak Suparman(rahin) dengan Bapak Budiama(murtahin) atau 
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penggadai dan penerima gadai yang ada di Kecamatan Pitumpanua 
lainnya. 
Justru terdapat kerancuan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan 
tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu 
berlangsung, dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan 
barang gadai berada di tangan penerima gadai (murtahin) sampai 
penggadai (rahin) bias melunasi hutangnya. 
Penulis mampu mengetahui bahwa akad gadai ini merupakan suatu 
kegiatan menjadikan barang sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan 
apabila terjadi kesulitan dalampengembalian hutang maka barang yang 
dijadikan barang jaminan itu dijual untuk melunasi hutangnya. 
Sehingga terlihatjelas bahwa fungsi dari barang gadaian itu hanya 
untuk penjamin saja, bukan obyek yang untuk dimanfaatkan oleh 
penerima gadai (murtahin). 
Karena pada hakikatnya hak seorang penerima gadai (murtahin) 
hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang menjadi 
obyeknya, sementara hak kepemilikan barang gadaian dan 
pemanfaatannya tetap berada ditangan penggadai (rahin). 
C. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait praktik pengelohan gadai       
sawah di Kecematan Pitumpanua 
Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur ulama‟ 
mempunyai pendapat berbeda 
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1. Imam syafi’i 
Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang 
digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan 
bukan penerima gadai. 
Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari 
barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau 
barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. 
Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan 
untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.
8
 
2. Imam Malik 
Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai 
menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan 
untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil 
manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan 
mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian 
itu tidak dibenarkan oleh syar’i. 
Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari 
barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, 
maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil 
manfaat.
9
 
 
 
                                                             
8
h. 155 
9
h. 90 
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3. Ahmad bin hanbal (hanbali) 
Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah ini memperhatikan 
kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu 
hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang 
dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan 
ditunggangi.  
Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan 
diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil 
manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara 
suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri 
bukan dari sebab mengutangkan.
10
 
Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai 
tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun 
dengan seizin yang menggadaikan. 
4. Hanafiyah 
Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat 
dari barang gadaian bagi penerima gadai Nafkah bagi barang yang 
digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang 
tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. 
Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka 
dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. 
                                                             
10
h. 95 
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Selanjutnya hadits yang disebutkan di atas menyebutkan secara khusus 
tentang binatang yang dapat diperahdan ditunggangi, tetapi walaupun 
demikian barang-barang selain binatangpun dapat di-qiyas-kan 
kepadanya, sehingga dengandemikian yang berhak mengambil manfaat 
atas barang gadaian adalah si penerima gadai. 
Berkenaan dengan pendapat diatas, dapat di analisa bahwa Jumhur Ulama‟ 
Hanafiyyah melarang penggadai (rahin) memanfaatkan barang gadai, menurutnya 
yang berhak memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (murtahin), 
karena hak penguasaan ada ditangan penerima gadai (murtahin) jadi sah saja jika 
penerima gadai (murtahin) memanfaatkan barang gadaian. 
sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil 
manfaat barang gadaian adalah penggadai (rahin), sama dengan pendapat 
Syafi’iyah, ulama Hambaliyyah dan Malikiyyah memperbolehkan penggadai 
(rahin) memanfaatkan barang gadaian dengan syarat. 
UlamaHambaliyyah berpendapat jika barang yang digadaikan itu hewan 
yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka si penerima gadai (murtahin) 
boleh memanfaatkannya dengan cara menunggangi dan memerah susunya sebagai 
upah atas perawatan hewan tersebut. 
Selain itu ulama Malikiyyah melarang adanya pemanfaatan barang gadaian 
tanpa batas waktu, ketika penerima gadai (murtahin) mensyaratkan pihak 
penerima gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang maka jangka waktu 
mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila 
tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. 
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Sejauh saya melakukan wawancara kepada penggadai (rahin) dan 
penerima gadai (murtahin) gadai di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo pada 
pelaksanaannya penerima gadai (murtahin) yang memanfaatkan barang gadaian 
dan juga gadainya tidak dibatasi sampai kapan gadai itu berakhir, hanya saja 
ketika si penggadai (rahin) sudah ada uang dan bisa melunasi barang gadaian 
tersebut maka secara otomatis akad gadai itu berakhir. 
Sementara itu mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai 
(murtahin) menurut tokoh agama di Kecamatan Pitumpanua mempunyai 
perbedaan pendapat. 
Seperti pendapat bapak:  
Nama  : H. Muh. Wardi H.M.LC Spd.i 
Alamat : Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kab. Wajo 
TTL : Barru 16 Juli 1969 
Pekerjaan  : KUA Kec. Pitumpanua sebaga penyuluh Agma islam Di 
  kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo 
Menuturkan bahwa penerima gadai menguasai barang gadai dilakukan 
untuk meraup untung semata. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan sawah 
sepenuhnya dimiliki oleh penerima gadai (murtahin) sedangkan penggadai (rahin) 
tidak mendapatkan hasil pengolahan sawah sedikitpun. 
Hutangnya masih utuh tidak dipotong dari hasil keuntungan tersebut, hal 
tersebut menurut pemaparan bapak H. Muh. Wardi adalah riba. 
Menurut H. Muh. Wardi, penerima gadai (murtahin) yang memanfaatkan 
tanah sawah yang digadaikan adalah salah penggadai (rahin) sendiri, yang 
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menggadaikan sawah yang memberikan izin walaupun terpaksa agar mendapat 
pinjaman. 
Menurutnya, yang berhak mengambil manfaat barang gadai adalah pihak 
pemilik barang dalam hal ini penggadai (rahin).
11
 
Sedangkan menurut Bapak: 
Nama : H. Abdul Hafid. LC 
Alamat : Kelurahan Tobarakka 
TTL : Jambi 
Pekerjaan : (Guru/wakil pimpinan pondok pesantren DDI 
Tobarakka) 
 Gadai sawah dengan mensyaratkan pemanfaatan sebagai jaminan utang 
tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, menurut beliau lebih baik akadnya 
diganti dengan akad sewa dengan batasan waktu, sehingga tidak ada pihak yang 
dirugikan.
12
 
Berbeda dengan pendapat Bapak H. Muh. wardi dan H. Abdul Hafid, 
Nama : H. Ruslan S.Pdi 
Alamat : Desa Lompo Bulo Kecamatan Pitumpanu Kab. Wajo 
TTL : Somppeng 
Pekerjaan : Imam masjid Di Kecamatan Pitumpanua 
Berpendapat bahwa segala akad yang yang dilakukan secara suka rela, 
maka akad yang dilaksanakan sah. 
                                                             
11
 Hasil wawancara tokoh Agama H. Muh. Wardi Sebagai Penyuluh Agama Kec. 
Pitumpanua pada tanggal 18 oktober2017 
12
 Hasil wawancara wakil pimpinan pondok pesantren DDI TobarakkaH. Abdul 
Hafidpada tanggal 18 oktober 2017 
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Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai 
(murtahin), menurut beliau selama itu berdasarkan kesepakatan bersama, maka 
tidak terjadi suatu masalah.
13
 
Berkaitan dengan pendapat tokoh agama di Kecamatan Pitumpanua 
kabupaten wajo dapat dianalisa bahwa terdapat dua perbedaan pendapat yang 
menyatakan penerima gadai (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang dan 
boleh memanfaatkan barang gadaian. Yang menyatakan barang gadaian tidak 
boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) karena hal itu termasuk riba. 
Selain itu pendapat yang memperbolehkan penerima gadai (murtahin) 
memanfaatkan barang gadaian adalah adanya keleluasaan mengenai pemanfaatan 
barang gadaian olehpenerima gadai (murtahin) seperti yang disampaikan tokoh 
agama Kecamatan Pitumpanua bahwa segala akad yang yang dilakukan secara 
suka rela, maka akad yang dilaksanakan sah. 
Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai 
(murtahin), selama itu berdasarkan kesepakatan bersama, maka tidak terjadi suatu 
masalah. Seperti yang terdapat dalam 
QS. AnNisa‟ : 29 yang berbunyi sebagai berikut 
 
 َهيِذَّلٱَاهَُّيأَٰٓ َٰي  ِب مَُكىَۡيب مَُكل َٰىَۡمأ ْا َُٰٓىلُكَۡأت َلَ ْاُىىَماَء ِلِط َٰبۡلٲ  َنىَُكت َنأ َٰٓ َِّلَإ
 َِّنإ ۡۚۡمُكَُسفَوأ ْا َُٰٓىُلتَۡقت َلََو ۡۚۡمُكى ِّم ٖضاََزت هَع ًةَز َِٰجت َ َّللّٱ  اٗميِحَر ۡمُِكب َناَك
٩٢   
                                                             
13
 Hasil wawancara imam masjid Desa Lompo Bulo H. Ruslan kecamatan Pitumpanua 
pada tanggal 18 oktober2017 
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Terjemah: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
 memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa‟:29).14 
Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut jika telah ada kerelaaan atau 
saling rela maka perjanjian tersebut dianggap sah. Hal ini sama dengan pendapat 
ulama Desa Jetaksari bahwa terdapat kesepakatan yang terjadi antara penggadai 
(rahin) dan penerima gadai (murtahin) dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan 
diantara keduanya maka hal ini sah. 
Sedangkan pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (murtahin) 
tanpa batas waktu menurut Undang-UndangNomor 56 Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi: 
1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada 
waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau 
lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu 
sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak 
untuk menuntut pembayaran uang tebusan.  
2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum 
berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya 
kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan 
membayar uangtebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: 
 
( 7 x ½ ) – Waktu berlangsung gadai                              
x Uang gadai 
7 
 
dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 
7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut 
tanpa pembayaran uangtebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman 
yang ada 
selesai dipanen. 
                                                             
14
Al-Qur’an. h. 83 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan 
Luas Tanah Pertanian dapat di analisa bahwa pada prakteknya, pelaksanaan gadai 
di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, rata-rata gadai tanah sawah yang ada 
sudah berlangsung lebih dari 7 tahun seperti gadai yang dilakukan oleh Bapak 
Sudirman (Penggadai/ rahin) dengan Bapak Bahri (Penerima gadai/ murtahin) 
bahwa gadai tanah sawah mereka sudah berlangsung 8 tahun, jika mengacu pada 
Undang Undang maka Bapak Sudirman dan penggadai/ rahin lainnya boleh 
meminta kembali sawahnya tanpa ada uang tebusan. 
Dari analisa diatas dapat dipahami bahwa praktek gadai yang ada di 
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo cacat/ rusak dalam sighat akad hal ini 
dikarenakantidak ada batas waktu dalam gadai, pemanfaatan yang berlarutlarut 
oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, 
Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hanbali 
bahwa yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai 
(rahin). 
Sedangkan Imam Hanafi berpendapat yang berhak menguasai/ 
memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (murtahin). 
Tokoh Agama Kecamatan Pitummpanua Bapak H Muh. Wardi dan Bapak 
H. Abdul Hafid. berpendapat bahwa yang memanfaatkan barang gadaian adalah 
penggadai (rahin). 
Sedangkan Bapak Ruslan menegaskan jika antara keduanya sudah saling 
rela, maka akad yang dijalankan adalah sah. 
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Sementara ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 bahwa gadai yangtelah berlangsung 
selama 7 tahun maka wajib dikembalikan ke pemiliknya. 
Jadi dapat dipahami bahwa praktik gadai sawah yang ada di Kecamatan 
Pitumpanua, Kabupaten Wajo tidak sah, karena rukun dan syarat dalam bergadai 
tidak terpenuhi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi 
“PRAKTIK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI KECAMATAN 
PITUMPANUA KABUPATEN WAJO (TINJAUAN HUKUM ISLAM) 
(Studi di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo)” maka dapat penulis 
simpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di Kecamatan Pitumpanua 
Kabupaten Wajo pada prakteknya penggadai (rahin) mendatangi 
penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna 
memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa 
tanah sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/ pemanfaatan 
sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (murtahin) sampai 
pelunasan hutang gadaian. Pembayaran hutang oleh penggadai (rahin) 
kepada penerima gadai (murtahin) pada umumnya tidak mengenal 
batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya 
akad gadai ketika penggadai (rahin) menyerahkan uang kepada 
penerima gadai (murtahin) sesuai jumlah uang yang dipinjam. 
2. Praktek Gadai yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Pitumpanua 
jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. 
Ketidaksahan akad terjadi pada sighat akad, ketika ijab qabul diucapkan 
tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu 
berlangsung, bahwa akad gadai tidaksah ketika pihak penerima gadai 
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(murtahin) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi 
dengan waktu tertentu. Karena apa yang disyaratkan tersebut 
mengandung unsure jahaalah (tidak diketahui,  tidak jelas). Jangka 
waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak 
ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, makamenjadi tidaksah. 
Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin)  
mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, 
maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai ditangan penerima gadai 
(murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang 
mengaharuskan penguasaan/ pemanfaatan berada ditangan penggadai 
(rahin). Bahwa yang berhak menguasai/memanfaatkan barang gadaian 
adalah penggadai (rahin). Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek 
gadai yang ada di masyarakat Kecamatan Pitumpanua bertentangan 
dengan syari’at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak 
terpenuhi. 
B. Implikasi Penelitian 
Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dapat, maka penulis 
memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan. 
1. Kepada masyarakat Kecamatan Pitumpanua, agar supaya lebih 
memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya gadai 
menggadai barang agar tidak melenceng dari ketentuan syari’at Islam. 
2. Pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara penggadai dan penerima gadai 
harus ada kejelasan mengenai berakhirnya waktu gadai. 
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3. Untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih baik 
menjadikan sertifikat sebagai barang jaminan, bukan manfaat yang 
melekat pada barang jaminan tersebut. 
4. Proses akad gadai yang terjadi di  kecamatan Pitumpanua lebih baik 
diubah menjadi akad sewa-menyewa. 
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LAMPIRAN 
A. Bukti dokumentasi hasil wawancara sipenggadai dan penerima gadai.  
 
Gambar 1.1     Gambar 1.2 
 
Nama : Sudirman (Rahin) Nama : Bahri (murtahin) 
Alamat : Desa Lomppo Bulo Alamat : Desa Lompo Bulo 
  Kecamatan Pitumpanua   Kec. Pitumpanua 
  Kabupaten Wajo   Kab. Wajo 
Pekerjaan : Petani Sawah Pekerjaan : Aparat Desa L. Bulo 
 
 
 
Gambar 1.3     Gambar 1.4 
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Nama : Suparman (Rahin) Nama : Bahri (murtahin) 
Alamat : Desa Simpellu Alamat : Desa Lompo Bulo 
  Kecamatan Pitumpanua  Kec. Pitumpanua 
  Kabupaten Wajo  Kab.Wajo 
Pekerjaan : Petani sawah Pekerjaan : Wiraswata 
 
B. Bukti dokumentasi hasil wawancara pegwai kecamatan Pitumpanua 
  
 
 Gamabar 1.5       Gambar 1.6 
 
 
 
                            Gambar 1.7 
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Nama : Takdir Nama : Margawati Gaffar 
Alamat : Desa Bunga Wai Alamat : Kel. Siwa 
  Kec. Pitumpanua   Kec. Pitumpanua 
  Kab. Wajo   Kab. Wajo 
Pekerjaan : Staf Kecaatan Pekerjaan : Staf Kecamatan 
  Pitumpanua   Pitumpanua 
 
 
Nama : Sitti Rahmah, S.Sos 
Alamat : Kel. Bulete 
  Kec. Pitumpanua 
  Kab Wajo 
Pekerjaan : Staf Kecamatan 
  Pitumpanua 
 
C. Bukti dokumentasi Tokoh Agama Kecamatan Pitumpanua 
 
Gambar 1.8    Gambar 1.9    
Nama : H. M. Wardi LC SPd.i Nama : H. Abd Hafid. LC 
Alamat : kel. Bulete Alamat : Kel. Tobarakka 
  Kec. Pitumpanua   Kec. Pitumpanua 
  Kab. Wajo   Kab. Wajo 
Pekerjaan : Penyuluh Agama islam Pekerjaan : Wakil Pimpinan 
   Kec. Pitumpanua   Pondok Pesantren 
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     DDI Tobarakka 
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